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ABSTRAK 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur 

penyelenggara pemerintahan Desa. Dibentuknya BPD di Desa 

diharapkan akan mampu menciptakan iklim demokrasi dimana 

masyarakat tiap-tiap dusun memiliki wakil ditingkat Desa yang 

terhimpun dalam BPD. Dengan adanya BPD diharapkan dapat 

menjadi faktor pendorong lahirnya demokrasi Desa dan tentunya juga 

diharapkan terjadi komunikasi, mencegah terjadinya kesenjangan 

antara perangkat Desa dengan masyrakatnya. Namun apabila BPD 

tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka pemerintahan Desa 

tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada yang mengawasi 

kinerja Kepala Desa dengan baik dalam pengambilan keputusan 

penyelengg araan pemerintahan serta perumusan peraturan Desa. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

optimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 2) 

Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap optimalisasi fungsi dan hak 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 

pelaksanaan fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 2) Untuk mengetahui 

pandangan Fiqh Siyasah terhadap pengoptimalisasi fungsi dan hak 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan 

suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun kelapangan, 

mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan 

serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Analisis data yang 

diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan 

metode yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 

BPD telah optimal menjalankan hak dan fungsi BPD di Desa 

Banjarrejo seperti pemanfaatan Balai Desa untuk menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya dengan memfasilitasi Balai desa seperti 

computer dan kursi untuk mengadakan agenda rapat dengan Kepala 

Desa maupun masyarakat, melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh 
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perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat sebagai 

pengenalan BPD,serta memberikan pengetahuan terkait fungsi dan 

hak BPD. Optimalisasi kinerja BPD Desa Banjarrejo telah sesuai 

dengan prinsip al- amanah, al-asyura, dan as-salam. BPD dalam 

menjalankan fungsinya telah melakukan ijtihad untuk mencari solusi 

atas keterbatasan dan kendala yang mereka alami.  
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MOTTO 

                           

                            

       

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, 

“Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan 

menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu 

dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

(QS. Al- Baqarah (2): 30 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul 

skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau 

kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat 

tentang isitilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul : “Optimalisasi Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Banjarrejo 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”. 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Optimalisasi     

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  

Optimalisasi adalah  berasal  dari  kata dasar  optimal 

yang  berarti  terbaik,  tertinggi,  paling  menguntungkan,  

menjadikan paling  baik,  menjadikan  paling  tinggi,  

pengoptimalan  proses, cara,  perbuatan mengoptimalkan 

(menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) 

sehingga optimalisasi  adalah  suatu  tindakan,  proses,  

atau  metodologi  untuk  membuat sesuatu (sebagai 

sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi 

lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih 

efektif.
1
 

2. Kinerja 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi 

kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2005) bahwa istilah kinerja berasal dari 

kata job performance atau actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) 

yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 800. 
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oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 

keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.  

Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa 

bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan 

kinerja Kepala Desa.
2
 

4. Desa  

Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  

memiliki  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  

kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul 

dan  adat  istiadat  setempat    yang  diakui  dalam  system  

pemerintahan  nasional  dan berada di daerah kabupaten.
3
 

Bintarto yang memandang desa dari segi geografi, 

mendefinisikan desa sebagai berikut: “suatu hasil dari 

perwujudan antara kegiatan manusia dengan 

lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud 

atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh 

unsur-unsur fisografi, sosial ekonomis, politis dan cultural 

yang saling berinteraksi antar unsure tersebut dan juga 

dalam hubungannya dengan daerah lain.”
4
 

 

 

                                                             
2 Permendagri No. 110 tahun 2016 Tentang Tugas Badan Permusyawaratan 

Desa 
3 Widjaja, HAW.Pemerintahan Desa/Marga, 3. 
4 Zuhraini, Buku Daras Hukum Pemerintahan Desa, (Bandar Lampung: 

CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 4. 
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5. Perspektif Fiqh Siyasah 

Perspektif adalah Pandangan atau pendapat (sesudah 

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
5
  

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum 

Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqh 

Siyasah ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum 

Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya 

dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
6
 

      Jadi yang dimaksud dengan Perspektif Fiqh Siyasah 

adalah pandangan hukum Islam terhadap peraturan 

kehidupan manusia dalam bernegara. 

      Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat 

di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah 

proses pengoptimalisasi fungsi dan hak Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),  menyatakan  

bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  

provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi  atas  Kabupaten/Kota,  

yang  tiap-tiap Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahan 

daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada  ayat  (2) nya  

pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten/kota 

mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusaan  pemerintahannya  

menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantu.   

Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  

dimaksud menggunakan   asas   otonomi   adalah   otonomi   

seluas-luasnya   kecuali   urusan pemerintahan  pusat,  dalam  

                                                             
5 Depatrtemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), 590. 
6 Munawir Sjadjali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, 

(Jakarta: UI Press,1991), 2-3 
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pemerintahan  daerah  pelaksanaan  otonomi  berarti bahwa  

pemerintah  daerah  berhak mengatur dan mengurus sendiri 

pemerintahannya yang sesuai dengan asas-asas otonomi 

daerah.
7
 

Badan Permusyawaratan Desa  merupakan  suatu  

lembaga  legislasi  dan wadah yang berfungsi untuk 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD 

merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan 

desa. Dibentuknya BPD di desa diharapkan akan mampu 

menciptakan iklim demokrasi di mana masyarakat tiap-tiap 

dusun memiliki wakil ditingkat desa yang terhimpun dalam 

BPD. 

Dengan adanya BPD diharapkan dapat menjadi faktor 

pendorong lahirnya demokrasi desa dan tentunya juga 

diharapkan terjadi komunikasi, mencegah terjadinya 

kesenjangan antara perangkat desa dengan masyrakatnya. 

Namun apabila BPD tidak menjalankan fungsinya dengan 

baik, maka pemerintahan desa tidak akan berjalan dengan baik 

karena tidak ada yang mengawasi kinerja Kepala Desa dengan 

baik dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan 

pemerintahan serta perumusan peraturan Desa. 

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja 

Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

pemberdayaan  masyarakat.  Sebagai  lembaga  legislatif  

desa,  BPD  bertugas membuat peraturan Desa  (PERDES) 

dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan  menetapkan  

peraturan  Desa  yang  akan  ditetapkan  dan  dijalankan  oleh 

pemerintah desa. Produk dari Perdes salah satunya  APBDes.
8
 

Mengingat Pemerintahan desa merupakan 

pemerintahan yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan 

Negara Republik Indonesia, yang menjalankan pemerintahan  

dan kepentingan   masyarakat   setempat.   pemerintah   desa   

                                                             
7 Sarman dan Muhammad Taufik Makaro, Hukum Pemerintahan Daerah di 

Indonesia,(Jakarta: Rineka Cipta 2011), 105. 

8 Akhmad Basori, Buku Kerja Sistem Keuangan Desa, BPKP.  49 
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atau disebut  dengan  nama  lain  adalah  Kepala  Desa  dan  

perangkat  desa,  dan  untuk menjalankan   pemerintahannya     

Kepala     Desa  bersamaan dengan  Badan Permusyawaratan  

Desa  (BPD)  yang  menjadi  salah  satu  unsur. 

Penyelenggara pemerintahan  desa  dengan  baik.  

Pengertian BPD  tersendiri  adalah  lembaga  yang 

menyelenggarakan  pemerintahan  desa  bersama-sama  

dengan  Kepala  Desa,  yang mana  anggota  dari  BPD  

merupakan wakil dari  penduduk  desa  berdasarkan 

keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis. 

Kelembagaanya  BPD mempunyai fungsi untuk menetapkan 

peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan 

mewakili aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
9
 

Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas 

dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala 

Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, 

dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan 

Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai 

berikut:
10

 

1. Menggali aspirasi masyarakat; 

2. Menampung aspirasi masyarakat; 

3. Mengelola aspirasi masyarakat; 

4. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 

5. Meyelenggarakan musyawarah tugas Badan 

Permusawartan Desa (BPD) 

6. Menyelenggarakan musyawarah Desa; 

7. Membentuk panitia pemilihan kepala Desa; 

8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 

                                                             
9 Sonny Walangitan, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

perencanaan pembangunan desa. dalam Jurnal Politico, Ejurnal.Unsrat, vol 2 no 6, 6. 
10 Redaksi Sinar Grafika, Peraturan Lengkap Desa, (UU RI NO. 6 TAHUN 

2014), (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 26, 28. 
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9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa 

bersama Kepala Desa; 

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa. 

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan 

melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan Perundang-undangan. 

Kemudian dalam Pasal 61 UU Desa juga dijelaskan 

mengenai hak dari BPD yakni: 

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang 

penyelenggaraan pemerintah Desa kepada pemerintah 

desa, 

2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah 

desa, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa, 

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan 

fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, 

termuat dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 

Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 

2016 tentang BPD. 

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum 

efektifnya BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya 

ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:  

1. Faktor sumber daya, 

2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD 

dalam menggali aspirasi masyarakat, 

3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap 

penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum terlalu dekat 

dengan masyarakat.  
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Belum optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah Desa 

oleh BPD, hal ini terlihat dari kurangnya intensitas 

pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan 

pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja 

Pemerintahan Desa. BPD tidak mengetahui secara langsung 

kelemahan dan kekurangan setiap program kerja dari 

Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada kesulitan 

dalam mengontrol dan mengevaluasi mengenai 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum optimalnya 

pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi 

kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat 

melaksanakan pekerjaan. 

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan 

forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan 

Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur 

masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal 

yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah 

desa. 
11

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa 

dan menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi 

desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan 

atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. 

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa 

maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan 

peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari 

masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat 

dapat ditetapkan dalam bentuk  peraturan desa tapi harus 

melalui berbagai proses sebagai berikut: 

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang 

dilakukan oleh BPD. 

2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan 

membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi 

peraturan desa. 

                                                             
11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 54 
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3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan 

Desa yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa. 

Konsultasi adalah proses dialog bersama antara 

pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Pemerintahan 

desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dalam UU No.6 Tahun 2014. 

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

itu ada 2 institusi yang mengendalikannya yaitu: 

1. Pemerintahan Desa, dan 

2. Badan Permusyawaratan Desa 

Dapat diketahui pula yang dimaksud dengan Pemerintah 

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa 

dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat 

dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi :
12

 

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. 

2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan 

kemasyarakatan. 

3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa. 

4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong 

– royong masyarakat. 

5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. 

                                                             
12 Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan 

lainnya. 

 BPD mempunyai peranan yang sangat penting terutama 

dalam melaksanakan fungsi dan haknya, sehingga dapat 

terlaksana suatu pemerintahan desa yang baik dan 

mensejahterakan masyarakatnya sebagaimana yang menjadi 

tujuan dari negara ini, meskipun telah tertuang dalam berbagai 

aturan tidak serta merta terlaksana dengan baik sebagaimana 

yang terjadi di Desa Banjarrejo, salah satu Desa di Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 20 

Maret 2020 dengan kepala Desa Banjarejo menurut bapak 

Puspito, Desa Banjarrejo pada umumnya sudah termasuk desa 

yang maju dan ada rencana akan menjadi satu-satunya Desa 

Bahasa yang ada di Kecamatan Batanghari, akan tetapi masih 

banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

terkait justru tidak tepat sasaran. 

Seperti jalan raya yang berada di Desa Banjarrejo 

Kecamatan Batanghari masih banyak yang rusak dan 

berlubang padahal jalan tersebut adalah jalan yang dilewati 

masyarakat untuk pergi kepasar dan kepentingan lainnya, 

pembangunan infrastruktur, sarana prasarana menjadi 

kebutuhan sangat penting sehingga seharusnya dengan adanya 

pembangunan tersebut dapat membantu kehidupan 

masyarakat, baik dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain 

sebagainya.
13

  

Pembangunan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa 

Banjarrejo seharusnya dapat mengarah langsung kepada 

kebutuhan masyakarat sehingga program perencanaan 

pembangunan benar-benar tepat sasaran, dan masyarakat 

dapat berpartisipasi seoptimal mungkin dengan menyalurkan 

ide-ide mereka.  

                                                             
13 SG. Puspito, S.IP, Persoalan tentang Fungsi dan Hak BPD di Desa 

Banjarrejo, wawancara, 20 Maret 2020 
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Menurut Bapak Puspito selaku Kepala Desa di Desa 

Banjarrejo, beliau mengatakan melalui BPD lembaga yang 

merupakan perwakilan rakyat, namun yang menjadi 

persoalannya adalah BPD di Desa Banjarrejo belum benar-

benar menjalankan fungsi dan hak mereka sebagaimana yang 

diamanatkan oleh undang-undang. 

BPD di Desa Banjarrejo belum optimal dalam 

menjalankan fungsi dan haknya, BPD tidak lebih proaktif dari 

Kepala Desa dalam menggali ataupun menampung aspirasi, 

keluhan dan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Optimalisasi 

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Menjalankan Fungsinya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di 

Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur)” 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada upaya 

pengoptimalisasian kinerja fungsi Badan Permusyawaratan 

Desa dan melihat pandangan berdasarkan Fiqh Siyasah 

mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 

tahun 2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil latar belakang masalah di atas maka 

penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan 

fungsinya? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap optimalisasi 

kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam 

menjalankan fungsinya? 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka Tujuan 

dari Penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam 

menjalankan fungsinya. 

b. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap 

pengoptimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur dalam menjalankan 

tugasnya. 

2. Kegunaan Penelitian 

     Ada 2 kegunaan dari penelitian ini  yaitu kegunaan 

Teoritis dan kegunaan Praktis. Untuk lebih jelas nya dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis yaitu, penelitian ini diharapkan 

agar dapat memberi kontribusi pada akademis 

khususnya hukum yang berkaitan dengan 

Optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten 

Lampung Timur dalam menjalankan tugasnya. Dan 

diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

hukum tata negara khususnya UIN Raden Intan 

Lampung. 

b. Kegunaan Praktis yaitu untuk memperluas khazanah 

ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi 

syarat akademik dalam menyelesaikan studi di 

fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung. 

 

 



 12 

F. Kajian Teradahulu 

Sebelum melakukan penelitian secara lebih lanjut penulis 

telah melakukan penelaahan karya-karya ilmiah berhubungan 

dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian 

ialah untuk menhindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, 

sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan 

penelitian yang lain. Adapun tinjauan pustaka yang akan 

peneliti gunakan dalam mendukung penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti Musleh tahun 2019 yang berjudul 

"Optimalisasi Fungsi dan Hak Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem 

Pemerintahan Desa Perspektif Syaikh Muhammad 

Abduh". Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeksripsikan, mengetahui, dan menganalis faktor-

faktor yang menjadi kendala belum optimalnya fungsi 

dan hak BPD dalam sistem pemerintahan Desa di 

Desa Lerpak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan 

dengan menggunakan perspektif Syaikh Muhammad 

Abduh.
14

  

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan adanya 

ketidakoptimalan fungsi dan hak dari BPD yang 

disebabkan oleh beberapa Faktor internal. Dalam 

upaya pengotimalan fungsi dan hak BPD Desa Lerpak 

Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perlu adanya 

beberapa faktor untuk dilakukan uapaya-upaya dalam 

mengotimalisasikan fungsi dari BPD. 

2. Peneliti Pravoza Saputra tahun 2014 yang berjudul " 

Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa 

dalam Pembentukkan Peraturan Desa". Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran 

Badan Permusyawaratan Desa dalam proses 

pembentukan Peraturan desa dan mengetahui kendala-

                                                             
14 Skripsi Musleh tahun 2019 yang berjudul "Optimalisasi Fungsi dan Hak 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Sistem Pemerintahan Desa Perspektif 

Syaikh Muhammad Abduh" 
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kendala BPD dalam pembentukan desa di Desa 

Tridayasakti.
15

 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya 

proses BPD dalam pembentukkan dan penetapan 

Peraturan Desa di Desa Tridayasakti Kecamatan 

Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa 

Barat tidak sesuai dengan Undang-Undanf Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pembentukkan Peraturan 

Perundang-undangan walaupun ada sebagian prosedur 

yang terlaksana dalam proses pembentukannya, 

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) bahwa Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan adalah proses 

pembuatan perundang-undangan  yang pada dasarnya 

dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik 

penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 

pengundangan, dan penyebarluasan.  

3. Peneliti Syarifah Devi Isnaini Assegaf tahun 2017 

yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten 

Pangkep". Penelitian ini bertujuan mengetahui 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Desa.
16

  

Hasil dalam penelitian ini yaitu terdapat kelemahan 

dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan 

oleh BPD Gentung dimana kurangnya pemahaman 

anggota BPD terhadap fungsinya. berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam 

pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, 

berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi 

                                                             
15 Skripsi Peneliti Pravoza Saputra tahun 2014 yang berjudul " Optimalisasi 

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukkan Peraturan Desa". 
16 Skripsi Syarifah Devi Isnaini Assegaf tahun 2017 yang berjudul 

"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten 

Pangkep" 
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masyarakat dan melaksanakan pengawasan kinerja 

Kepala Desa yang belum maksimal dalam 

pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman 

anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan yang berlaku.  

Berdasarkan  tinjauan  pustaka, terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun 

persamaannya adalah penelitian dilakukan dengan tujuan 

pengoptimalisasi kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dan 

penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti lebih berfokus 

membahas tentang terlaksananya Kinerja Badan 

Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Desa Banjarrejo yang kemudian dikaji 

dari perspektif Fiqh Siyasah. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi 

ini termasuk dalam penelitian lapangan (field 

research). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian 

lapangan (field research) yaitu meneliti segala segi 

sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu 

yang masih kurang diketahui.
17

 

b. Sifat Penelitian  

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat 

deskriptifanalitis. Yang dimaksud dengan metode 

deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu 

                                                             
17 Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. Metode Penelitian Hukum. 

(Surakarta: Fakultas Hukum UMS. 2004), 35 
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objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di 

antara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

tertentu”.
18

 Oleh karena itu, penggunaan pendekatan 

kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokan 

antara realita empiric dengan teori yang berlaku 

dengan menggunakan metode deskriptif. 

 Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana 

pengoptimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung 

Timur dalam menjalankan tugasnya (dalam kajian Fiqh 

Siyasah). 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari 

hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang 

akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang 

yang hadir pada waktu kejadian. Dalam hal ini 

peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan 

metode observasi yang terkait, termasuk juga hasil 

wawancara dengan Ketua BPD Desa Banjarrejo, 

Kepala Desa Banjarrejo, Sekertaris Desa, dan 

perangkat-perangkat Desa yang siap memberikan 

informasi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari 

Kabupaten Lampung Timur mengenai fungsi dan hak 

Badan Permusyawaratan Desa di Desa tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan 

data menggunakan research yang dilakukan dengan 

membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan 

                                                             
18 Kaelan, M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Jakarta: 

Pradigma, 2005), 58 
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sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul 

skripsi.
19

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu : 

a. Metode observasi 

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan 

bahan yang dilakukan dengan mencatat data-data 

yang bersumber data,
20

di Kabupaten Lampung Timur 

Khususnya di Desa Banjarrejo serta mengamati 

faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengotimalisasi 

kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam 

menjalankan tugasnya di Desa tersebut. 

b. Metode Wawancara / Interview 

Wawancara / Interview adalah proses 

percakapan dengan maksud untuk mengontruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang 

diwawancarai.
21

  

Ada tiga cara untuk melakukan wawancara / 

interview yaitu : 

1) Melalui percakapan informal (interview bebas) 

2) Menggunakan pedoman wawancara 

3) Menggunakan pedoman buku
22

 

                                                             
19 Afifuddin dan Beni Ahmad. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: 

Pustaka Setia. 2009), 27  
20 Soeratno, Metode Penelitian, (Jogjakarta: UUPAMP YKPN 1995), 99. 
21Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis 

(Yogyakarta:GRAHA 

ILMU, 2010), 80-81. 
22 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( jakarta: Rineka Cipta, 

2010), .58-59. 
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Bentuk wawancara dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Yang akan di wawacarai oleh penulis 

yaitu Ketua BPD Desa Banjarrejo, Kepala Desa 

Banjarrejo, Sekertaris Desa, dan perangkat-perangkat 

Desa yang siap memberikan informasi.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek 

melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya 

yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan.
23

 

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data 

dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat 

memperoleh catatan-catatan yang berhubungan 

dengan penelitian seperti pengambilan data tentang 

aktivitas terhadap cara-cara, catatan-catatan terhadap 

pengoptimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan 

Desa di Desa Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur 

dalam menjalankan tugasnya, serta foto-foto dan 

sebagainya. Metode ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang belum didapatkan 

melalui obeservasi dan wawancara.  

d. Metode Pengolahan Data 

Secara umum teknik pengolahan data setelah data 

terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa 

ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang 

akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 

2)  Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan 

data yang menyatakan jenis dan sumber data 

                                                             
23 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif,  143 
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baik itu bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, 

atau buku-buku literatur lainnya sesuai dengan 

yang diteliti. 

3)  Rekontruksi data (reconstructing) yaitu 

menyusun ulang secara teratur berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami sesuai dengan 

permasalahan kemudian ditarik kesimpulan 

sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
24

 

4)  Sistematisi data (sistematizing), yaitu 

menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah.
25

 

1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. 

Penulis melakukan penelitian tentang tinjauan Fiqh 

Siyash terhadap peranan dan fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  

mensejahterakan masyarakat Desa Banjarrejo 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.  

      Setiyadi  mengatakan “semua individu yang dapat 

menjadi  target  penelitian  disebut  populasi”.
26

  Jadi 

populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  

penduduk  Desa  Banjarrejo  dengan jumlah penduduk 

7.804 Jiwa. 

b. Sampel  

Menurut  Arikunto,  sampel  adalah  bagian  

dari  populasi  yang  akan  di teliti.
27

 Sedangkan 

                                                             
24 Lexy John, Moleong, Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Kosda, 

2001), 161. 
25 Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra 

Aditya Bandung, 2004), Cet.I.126. 
26 Bambang Setiyadi, Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa 

Asing,Pendekaan  

Kuantitatif dan Pendekatan Kualitatif, Graha Imu, Yogyakarta, 2006,  38 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedure Penelitian,PT.RinekaCipta, Jakarta,2006, 

130 
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Setiyadi berpendapat bahwa sampel penelitian adalah 

grup individu  yang  menunjukan  individu  sebagai  

bagian  dari  target  grup.
28

 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sampel penelitian adalah sebuah grup dari 

individu-individu  yang menjadi  bagian  dari  

populasi  yang  di  pilih  untuk  mewakili keseluruhan 

populasi. Penulis mewawancari sebagian dari jumlah 

populasi yang dijadikan sebagai sampel, seperti 

Kepala Desa Banjjarejo Kecamatan Batanghari, 

Sekertaris Desa, Ketua Karang taruna Desa 

Banjjarejo Kecamatan Batanghari,4 perwakilan 

warga,  Ketua BPD Dan sekertaris BPD. Jadi 

berjumlah 9 orang Dari 7.804   jiwa sebagai sampel 

penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami.
29

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan 

prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, 

maupun lisan dari para narasumber atau informan,
30

 dengan 

kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga 

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau 

penelahaan dokumen. 

 Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif , 

yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
31

 

Metode berfikir yang digunakan secara deduktif, dari suatu 

                                                             
28 Ag. Bambang Setiadi, Op Cit, 141  
29 Subagyo , Joko, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: 

Rhineka Cipta, 2011), 104. 
30  Ibid. 
31 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif 

(Malang: Bayumedya Publishing , 2006), 295.   
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jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam 

penelitian. 

 

H. Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan,dan metode penelitian. 

BAB II Kajian Teori 

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan kerangka 

teori relevan  

terkait dengan tema skripsi. 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian  

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan 

peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, 

metode pengumpulan data, serta analisis yang digunakan. 

BAB IV Analisis Data 

Berisi (1) Hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan 

denganpendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau 

fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) 

dapat digabung menjadi satu atau dipisah menjadi sub bahasan 

tersendiri. 

BAB V Penutup 

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi. Kesimpulan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengann masalah penelitian. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi 

data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-

saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian 

mengenai langkah langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-

pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan 

optimalisasi kinerja Badan Permusyawaran Desa dalam 

menjalankan fungsinya di desa Banjarrejo maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Optimalisasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa 

dalam menjalankan fungsinya di Desa Banjarrejo 

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 

berjalan sebagai mana mestinya meskipun terdapat 

beberapa faktor-faktor penghambat baik itu dari internal 

maupun dari eksternal. BPD telah optimal menjalankan 

hak dan fungsi BPD di Desa Banjarrejo seperti 

pemanfaatan Balai Desa untuk menjalankan tugas 

sebagaimana mestinya dengan memfasilitasi Balai desa 

seperti computer dan kursi untuk mengadakan agenda 

rapat dengan Kepala Desa maupun masyarakat, 

melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan 

masyarakat dan tokoh masyarakat setempat sebagai 

pengenalan BPD, serta memberikan pengetahuan terkait 

fungsi dan hak BPD. Seringkali melakukan rapat melalui 

Via Video Call Whatapp dengan anggota BPD lainnya 

agar tetap menjalankan tugas sewaktu-waktu Balai desa 

sedang digunakan oleh Kepala Desa 

2. Optimalisasi kinerja BPD Desa Banjarrejo telah sesuai 

dengan prinsip al- amanah, al-asyura, dan as-salam. 

BPD dalam menjalankan fungsinya telah melakukan 

ijtihad untuk mencari solusi atas keterbatasan dan 

kendala yang mereka alami.  
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka 

ada beberapa saran yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Banjarrejo harus menyelesaikan faktor-

faktor yang menjadi kendala ketidak optimalan fungsi dan 

hak BP seperti pemenuhan faktor sarana dan prasarana, 

pelaksanaan koordinasi di internal BPD, peningkatan 

kualitas SDM dari internal BPD, pemahaman masyarakat 

mengenai BPD dan penguatan independensi dari BPD. 

2. Penelitian ini diharapan mampu memberikan manfaat dan 

masukan terhadap pemerintahan Desa Banjarrejo dan 

terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada 

umumnya dan pegoptimalan kinerja BPD pada khususnya. 
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